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Abstract. Under the Value Added Tax (VAT) system, the validity of the collection is indicated by the issue of
tax-invoice. Without tax-invoice, the taxable firm can be assumed not doing their obligation to collect VAT,
whereas the buyer may be regarded as not paying VAT. The invoice is very important for the VAT mechanism.
Zero-rate on export facilitates the exporters to claim refund on some input taxes. However, the ease and simplicity
of VAT refund has been abused by taxable firms and non taxable firms with the aid of tax officers. This study
is aimed to analyze the causal factors of the case of tax-invoice fraud. The study is based on the analysis of
interview results with the key informants. There are at least 22 models of tax-invoice fraud occurred on exports.
Four main causes for the tax-invoice fraud: (1) the complexity in credit mechanism, (2) poor tax administration,
(3) lack of tax audit, and (4) the culture of society. To anticipate the cases of tax-invoice fraud, the government
has issued several regulations and circulated letters, including carried out risk analysis in connection with the
auditing on VAT refunds.
Keywords: value added tax, tax invoice, tax fraud, tax evasion

PENDAHULUAN
Over the last few years, there has been a marked increase in concern with lossess of VAT Revenue through
evasion and fraud (Keen dan Smith, 2006). Di Indonesia
fenomena ini sejalan dengan maraknya perdagangan
dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan
barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP)
yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pengusaha,
terutama para eksportir yang sering melakukan restitusi
pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini merupakan salah
satu bentuk penyelewengan pajak. Kondisi ini tentu
merugikan negara sebab penyelewengan pajak dapat
mengurangi penerimaan negara sehingga kinerja pelayanan publik menurun (Torgler, 2005). Faktur pajak
fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang
tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena
Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha
dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP lain. Termasuk faktur pajak fiktif juga bila
secara formal memenuhi ketentuan undang-undang PPN
tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau
barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama.
Bagi sebagian orang faktur pajak (VAT invoice)
sering disamakan dengan faktur penjualan (sales
commercial invoice). Oleh karena itu, ada banyak
pengusaha tidak membuat faktur penjualan komersial,
melainkan langsung membuat faktur pajak yang
merangkap sebagai faktur penjualan komersial. Sistem
PPN yang berdasarkan faktur (invoice-based VAT
system), penerbitan faktur pajak standar merupakan
bagian penting dari prosedur pemungutan PPN. Untuk
* Korespondensi: +628161969228; luiyanto@rain-group.com
**Korespondensi: +62816774055; titi.muswati09@ui.ac.id

menghindari perkembangan pasar gelap penggunaan
faktur pajak (yang digunakan untuk klaim pajak,
sama dengan mencetak uang dan penggelapan pajak),
keharusan untuk mencantumkan nama, alamat, dan
referensi penjual dan pembeli, termasuk rincian lain
sesuai peraturan, mutlak harus dijalankan. Perlunya
pemerintah memberikan layanan yang baik kepada
rakyatnya telah lama berkembang sejak sebelum masehi
(Nurminto, 2007)
Persyaratan penerbitan faktur khusus merupakan
suatu hal yang unik dalam ketentuan PPN. Pengertian
faktur pajak dalam Tax Law Design and Drafting: ”is
an invoice, chit, till roll print,or other documents that
is issued by a taxable person who makes a taxable supply and that records the supply and the amount of VAT
payable on it (Williams, tt; Thuronyi, 1996). Sebagai
bagian dari sistem VAT faktur komersial dapat berfungsi
sebagai faktur pajak jika memenuhi persyaratan dalam
UU PPN.
Pertama, faktur pajak berfungsi sebagai kredit
pajak masukan (input tax), yaitu dapat menjadi kredit
terhadap faktur pajak keluaran yang diterbitkan pada
periode kapan kredit di klaim. Kedua, faktur pajak dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan pemungutan
pajak oleh otoritas pajak. Untuk memenuhi kriteria ini,
dalam mendesain ketentuan mengenai faktur pajak,
setiap pengusaha yang melakukan penyerahan kena
pajak kepada PKP lainnya harus menerbitkan faktur
pajak pada setiap penyerahan atau pembayaran atas
penyerahan tersebut.
Agar dapat dikategorikan sebagai faktur pajak
disyaratkan memenuhi informasi yang benar dan
menunjukan data-data (Tait, 1988) “Name and address
of person issuing the invoice, VAT registration number,
serial number of the invoice, date of issue of the invoice,
date of supply of the goods or services (if different from
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the date of invoice), a description of the goods or services,
Amount charged, excluding VAT, rate (including zero rate)
and amount of VAT of each rate, and name and address
of customer.”
Keharusan untuk memasukkan seluruh informasi
di atas akan menjadikan faktur pajak dokumen formal.
Namun demikian, hal ini tidak tepat untuk transaksi
kecil, misalnya penjualan pengecer kepada konsumen
yang bukan PKP (Williams, tt; Thuronyi, 1996).
Banyak negara mengizinkan faktur yang disederhanakan untuk transaksi kecil atau yang dicatat pengecer dalam bentuk cash register. Agar lebih mencerminkan kepastian dan kejelasan, undang-undang harus
membedakan antara faktur pajak standar dan faktur
sederhana. Hanya faktur standar yang dapat dikreditkan.
Faktur sederhana dibuatkan prosedur yang berbeda dari
faktur standar dan harus disebutkan secara jelas dokumen apa saja yang dapat dipersamakan sebagai faktur
sederhana.
Pada dasarnya, administrasi yang efisien akan
tercapai bila fiskus memberikan contoh-contoh bentuk
faktur pajak sesuai dengan undang-undang walaupun
tidak secara detail. Fleksibilitas perlu diberikan, misalnya dengan mengizinkan faktur yang dibuat dengan
komputer (sepanjang semua persyaratan dipenuhi) setiap
bentuk faktur dapat dijadikan bukti bagi pengusaha.
Ketentuan mengenai faktur pajak akan menjadi
sangat ketat jika suatu faktur yang tidak berisi satu atau
lebih informasi (yang ditentukan dalam UU PPN), tidak
dapat menjadi pajak masukan. Sepanjang permintaan di
atas tercantum, setiap faktur (commercial) seharusnya
dapat menjadi bukti. Beberapa otoritas pajak mensyaratkan untuk menstandarkan faktur untuk menjadi faktur
pajak, but given the variety of business and accounting
practices, it imposes a heavy burden on many traders
to use only one ‘official’ invoice (Tait, 1988).
Pada hal impor barang, sebaiknya pemungutan
PPN impor dan bea masuk harus dilakukan dalam
waktu bersamaan. Ketentuan dan prosedur PPN
impor sedapat mungkin harus sejalan dengan
prosedur serta ketentuan bea masuk (customs duty).
Perlu diperhatikan juga bahwa kapan saat pajak
terhutang seharusnya mempunyai hubungan dengan
kapan saat faktur pajak harus dibuat. Faktur pajak
harus dibuat pada saat atau segera setelah penyerahan
dan harus ditentukan waktunya kapan setelah
penyerahan atau pembayaran.
Idealnya, pihak penjual menerima pembayaran
termasuk PPN sebelum jatuh tempo sehingga tidak
perlu melakukan pembayaran PPN dengan dananya
sendiri (pre-financing). Pembuatan faktur pajak akan
menentukan saat pajak terutang yang harus dilaporkan dalam SPT. Oleh karena itu, waktu pembuatan
faktur pajak harus diperhatikan agar pengusaha tidak
terganggu arus dananya (cash flow) dengan melakukan pre-financing.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang
menjadi masalah dalam studi ini adalah bagaimana

model-model faktur pajak bermasalah serta langkahlangkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk
mengatasi penyalahgunaan faktur pajak.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan
wawancara. Informan meliputi para pakar, praktisi,
dan fiskus yang memahami PPN, penyelewengan PPN,
faktur pajak fiktif, dan prosedur ekspor, termasuk
pengajar perpajakan. Informan fiskus adalah pejabat
setingkat kepala seksi ke atas. Pemilihan informan
berdasar metode snow ball sampling dan berkisar antara
emapt hingga delapan orang. Dengan metode snow ball
diharapkan bahwa informasi yang diinginkan dapat
dilengkapi melalui sumber lain yang direkomendasikan
oleh informan sebelumnya. Metode ini dipilih karena
sensitivitas isu faktur pajak fiktif yang cukup tinggi.
Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia
adalah self-assessment. Dalam self-assessment system,
wajib pajak bertanggung jawab penuh menjalankan
kewajiban perpajakannya. Pengusaha kena pajak (PKP)
menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN, termasuk
menerbitkan faktur pajak, hak kompensasi dan restitusi
PPN. Dalam sistem invoice-based VAT, penerbitan
faktur dalam bentuk yang tepat adalah bagian penting
dari prosedur pengenaan PPN.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyelewengan Pajak dan Pencegahannya
Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan alternatif
untuk restitusi pajak (turn-over tax) dan pajak penjualan
(sales tax) (Teriokhin, 2000). Proses restitusi pajak yang
terkait dengan ekspor merupakan salah satu administrasi
PPN yang bermasalah di negara berkembang. Hal ini
dikarenakan jumlah restitusi yang relatif besar dan penggelapan dengan cara overstatement of zero rated exports,
falsification of sales invoices, production and purchase
records, and underreporting of sales, digunakan untuk
mendukung klaim kelebihan bayar agar direstitusi
(Grandcolas, 2005). Di lain pihak, terjadi administrasi
yang kurang transparan dalam pemberian restitusi,
membuka kesempatan praktik korupsi, menunda pembayaran restitusi karena kekurangan anggaran sehingga
menggagu cashflow pwerusahaan (Rahayu, 2007). Di
beberapa negara, restitusi PPN dapat ditunda ke tahun
fiskal berikutnya.
Terdapat dua pendekatan tingkah laku penggelapan
pajak, yaitu economic deterrence model dan fiscal
psychology model. Economic deterrence model
(Hasseldine dan Li, 1999) mengungkapkan bahwa
seorang pembayar pajak rasional akan menghindari
pajak selama hasil penggelapan pajak lebih besar
dari biaya yang akan dikeluarkan apabila tertangkap
dan dihukum. Selama dua dekade terakhir, pembuat
kebijakan dan ahli ilmu sosial telah mengakui bahwa

yamin dan Putranti, Faktur pajak fiktif

3

Gambar 1. Bonus Faktur Pajak Fiktif yang Direstitusi oleh Eksportir
Sumber: Wawancara dengan Nano Suparno, 2007

penggelapan pajak adalah suatu masalah tingkah laku,
seperti Kaplan yang menyebutkan bahwa penggelapan
pajak merupakan perilaku ilegal individu yang mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan
demi memperoleh keuntungan pribadi. Harus adanya
fokus dalam hubungan antara sikap terhadap pajak
(tax attitude) (Chung dan Trivedi, 2003) dan tingkah
laku pajak (tax behaviour) (Chung dan Trivedi, 2003).
Ahli ilmu jiwa mengungkapkan bahwa sikap dan
persepsi terhadap pajak adalah sebagian dari hasil
struktur kebijakan dan penegakan hukum pemerintah
yang mempengaruhi kesempatan untuk penggelapan
pajak. Dengan demikian, sikap, persepsi, dan tingkah
laku pembayar pajak akan mempengaruhi kebijakankebijakan penegakan hukum di kemudian hari.
B. Beberapa Model Penyelewengan
Dari hasil penelitian dan wawancara dengan
narasumber Nano Suparno, mantan penyidik dan
penagihan Ditjen Pajak, sementara ini dapat direkam
sebanyak dua puluh dua model faktur pajak bermasalah
sebagai penyelewengan PPN di Indonesia. hal itu yang
dapat menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan
paper yang tidak dipublikasikan, dapat disebut
tiga contoh bentuk faktur pajak bermasalah yang
berhubungan dengan ekspor.
Pertama, beberapa PKP (fiktif) yang mengaku sebagai “eksportir” membeli barang di pasar grosir seperti
Tanah Abang, Mangga Dua, atau Pasar Ciputat untuk
diekspor ke mancanegara. Penyerahan barang tersebut tidak dikenakan PPN. Namun para penjual akan
memberi bonus berupa faktur pajak fiktif atas setiap

penjualan. Faktur pajak fiktif tersebut diperoleh penjual melalui seorang perantara dari bos penerbit faktur.
Pada SPT Masa PPN para PKP eksportir, faktur pajak
tersebut akan dikreditkan. Seluruh pajak masukan diminta restitusi ke KPP terkait karena penyerahan ekspor
terhutang PPN tarif 0%. Penerimaan negara dirugikan
sebesar faktur pajak yang diminta restitusi oleh PKP
eksportir karena negara tidak pernah menerima setoran
pajak sebesar faktur pajak yang dikreditkan tersebut
dan ternyata kegiatan ekspor pun hanya kegiatan fiktif
belaka (gambar 1).
Kedua, CV BTA adalah pedagang tekstil yang
bertindak sebagai eksportir yang pandai memanfaatkan
kemudahan untuk mendapatkan restitusi PPN melalui
instansi Badan Informasi dan Teknologi (Bintek).
Barang-barang yang diekspor tidak jelas asal-usulnya,
tetapi selalu dilengkapi dengan faktur pajak masukan
dari beberapa perusahaan. Dari hasil pemeriksaan
ternyata perusahaan-perusahaan pemasok tekstil untuk ekspornya adalah fiktif, baik yang sudah nonaktif
maupun yang sudah dicabut NPWPnya. Secara fisik
CV BTA memiliki faktur pajak masukan yang seakanakan pada saat pembelian telah dipungut PPN oleh
para pemasoknya, tetapi ternyata pemasoknya tidak
pernah ada dan PPN yang dikatakan telah dibayar
tersebut juga tidak pernah disetor ke kas negara. Negara
dirugikan sebesar pajak masukan yang direstitusi CV
BTA (gambar 2).
Ketiga, PT NCL yang terdaftar sebagai PKP eksportir menerima faktur pajak masukan yang berasal
dari PT KP, salah satu Pengusaha Kena Pajak yang
alamatnya tidak dapat ditemukan oleh pemeriksa pajak.
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Gambar 2. Faktur Pajak dari Pemasok Tekstil Fiktif yang Direstitusi oleh Eksportir
Sumber: Wawancara dengan Nano Suparno, 2007

Gambar 3. Faktur Pajak dari Perusahaan yang Tidak Jelas Identitasnya yang Direstitusi oleh Eksportir.
Sumber: Wawancara dengan Nano Suparno, 2007

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kantor kelurahan/kecamatan yang, menerangkan bahwa PT KP
tidak pernah ada di wilayahnya. Permintaan konfirmasi
dengan kuasa Pasal 35 KUP yang ditujukan kepada PT.
KP ternyata kembali pos (kempos). Pada tahun 2000, PT
NCL diperiksa KPP dan menerima restitusi sebesar Rp
3,4 miliar. Pada tahun 2001, PT NCL meminta restitusi
melalui BINTE dan menerima restitusi sebesar Rp. 19,4
miliar. Negara dirugikan sebesar pajak masukan yang
direstitusi PT NCL, karena PT KP sekalipun secara
formal terdaftar di salah satu KPP di Priangan Jawa Barat
dan seakan telah memungut PPN dari PT NCL, tetapi
ternyata tidak pernah ada dan tidak pernah menyetor
PPN yang telah dipungutnya dari PT NCL (gambar 3).

C. Penyebab Penyelewengan
Terdapat beberapa penyebab penyelewengan
dalam pajak. Pertama, penyebab penyelewengan
dalam sistem PPN. Sistem PPN Indonesia nampaknya
tidak sesuai dengan patron semula. Pada awalnya
Indonesia mengadopsi sistem PPN Eropa, yakni
credit invoice system. Faktur pajak sebagai tulang
punggung sistem PPN melekat menjadi satu dengan
faktur komersial sehingga dapat memudahkan
automatic self checking. Di Indonesia karena
faktur pajak terpisah dari faktur komersial, maka
dapat menciptakan loophole penyimpangan yang
menyebabkan terjadinya perbedaan antara faktur
pajak dengan faktur komersial. Pajak masukan dapat
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Gambar 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolusi antara Tax Payer dan Tax Collector
Sumber: Beberapa element reforms atau rules untuk memberantas korupsi secara sistemik (R.B. Permana
Agung Dradjattun)

dikreditkan terhadap pajak keluaran dalam sistem
pengkreditan pajak masukan (credit method). Hal ini
mendorong orang untuk mendirikan perusahaan yang
hanya berfungsi sebagai penerbit faktur pajak saja,
yang dapat dijadikan komoditas dan diperjualbelikan
dengan mudah. Faktur pajak itu adalah voucher seperti
uang atau cek yang sangat bernilai. Penerbitan faktur
pajak tidak diawasi dengan ketat dan dapat dicetak oleh
siapa saja dengan komputer dan printer yang berharga
murah dengan nilai faktur sampai miliaran rupiah.
Faktur pajak menjadi komoditi untuk diperjualbelikan
karena mudah dibuat, tanpa pengawasan yang ketat,
dan bernilai tinggi. Seorang pengusaha akan tergiur
untuk mendirikan perusahaan penerbit faktur pajak
fiktif dan memperdagangkannya saat dalam usaha
yang sangat sulit untuk memperoleh keuangan. Tidak
semua peng-usaha ditetapkan menjadi PKP sehingga
bagi peng-usaha non-PKP dalam melakukan transaksi
penjualan kadangkala lawan transaksinya meminta
faktur pajak atau pihak pembeli menerbitkan sendiri
faktur pajak dengan menggunakan nama PKP lain atau
menciptakan paper company sendiri.
Ekportir dan perusahaan eksportir tertentu (PET)
memperoleh fasilitas dengan tarif PPN 0%. Sehingga
pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang
diekspor dapat dikreditkan.
Ternyata kemudahan atau fasilitas tersebut di atas
disalahgunakan untuk menghindar dari pengenaan
pajak, yang menurut wawancara dengan Wahono
Saputro (Penyidik Pajak, 2007) karena adanya
kelemahan pihak bea dan cukai dengan tidak melakukan
rekonsiliasi antara outward manifest dengan PEB yang

didaftarkan. Hasil wawancara dengan R.B. Permana
Agung Dradjattun, mantan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai (Nopember 2007) terungkap bahwa Kantor Bea
dan Cukai tidak melakukan pemeriksaan fisik pada saat
eksportir mendaftarkan PEB ke Kantor Bea dan Cukai.
Hal itu karena, selain ini sesuai dengan peraturan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor, juga karena untuk
mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat
arus barang ekspor. Pemerintah mendorong ekspor
karena ekspor adalah engine of growth bagi Indonesia.
Tugas Bea dan Cukai adalah memperlancar proses
ekspor bukan menghambat ekspor. Bila harus dilakukan
pemeriksaan fisik pada setiap pengiriman ekspor, akan
terjadi hambatan (congestion) dan penumpukan barang
di pelabuhan-pelabuhan, yang berarti menghambat arus
barang ekspor. Oleh karena Kantor Bea dan Cukai tidak
melakukan pemeriksaan fisik, tidak ada gunanya untuk
melakukan rekonsiliasi antara outward manifest dengan
PEB yang didaftarkan.
Kedua, penyebab penyelewengan dalam pajak.
Memakai alasan untuk memberikan pelayanan yang
baik, serta penyelesaian yang cepat, pengukuhan PKP
dilakukan tanpa seleksi yang memadai. Administrasi
perpajakan di negara-negara berkembang umumnya
masih mempunyai kelemahan yang ditandai dengan
prosedur yang sudah usang, pegawai dibayar rendah,
pegawai kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk
mencapai efisiensi administrasi dengan sumber daya
yang tersedia yang sangat minim bagi kantor pusat pajak, keengganan pemerintah untuk menegakkan sistem
yang ada dan lingkungan yang mendukung terjadinya
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perundingan, korupsi dan lainnya (rent seeking) (Nasucha, 2004). Pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai
PKP adalah bagian awal dari administrasi perpajakan
PPN dan seleksi pengukuhan PKP harus dilakukan secara ketat. Seringkali administrasi pajak tidak dikelola
dengan profesional.
Ketiga, penyebab penyelewengan dalam
pengawasan. Fungsi pengawasan berupa audit dalam
sistem kepatuhan sukarela adalah untuk meyakinkan
bahwa PKP patuh pada undang-undang dan peraturan
perpajakan. Audit dilakukan untuk melindungi
kejujuran wajib pajak yang sudah mematuhi undangundang perpajakan secara sukarela. Apabila audit
tidak dilakukan, PKP yang tidak membayar pajak
atau kurang membayar pajak akan lebih diuntungkan
dibandingkan dengan yang mematuhi undang-undang.
Audit akan menjaga keseimbangan antara kejujuran
dengan ketidakjujuran dan membuat kepastian bahwa
ketidakjujuran akan diberi hukuman atau sanksi yang
tepat. Ada tiga alasan umum dipilihnya PKP untuk
diaudit, yaitu untuk memperoleh penerimaan atau
pendapatan; menerapkan prinsip kepatuhan sukarela;
dan mengukur efektivitas administrasi. Penerimaan yang
signifikan dapat diperoleh melalui audit, terutama PKP
yang salah mengartikan undang-undang atau peraturan
perpajakan. Faktor ketelitian dalam pelaksanaan tugas
pemeriksaan menjadi terabaikan. Untuk menghindari
lewatnya waktu pemeriksaan, sering terjadi SPT dan
kelengkapan dokumen diabaikan. Peluang ini telah
dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang ingin
mendapatkan uang dalam waktu yang cepat.
Keempat, penyebab penyelewengan dalam masyarakat. Gunadi (dalam paper yang tidak dipublikasikan)
mengungkapkan bahwa salah satu penyebab terjadinya
faktur pajak bermasalah adalah karena masyarakat
Indonesia mempunyai budaya suka melakukan penyimpangan. Bila seseorang tidak dapat melakukan
kebohongan terhadap orang lain, orang tersebut merasa
tidak puas. Gambar 4 adalah gambar peta Corruption
yang menjelaskan terjadinya kolusi antara wajib pajak
(tax payer) dan fiskus.
Gambar 4 menerangkan bahwa terjadinya kolusi
antara wajib pajak dengan fiskus dikarenakan oleh
beberapa faktor, misalnya jumlah pajak yang harus
dibayar (tax required to pay), besarnya hukuman atau
denda (size of penalty), kemungkinan untuk tertangkap (probability of detection), dan besarnya biaya
untuk menyuap (cost of bribe). Berdasarkan beberapa
faktor tersebut dapat diartikan bahwa tax required to
pay adalah semakin besar jumlah pajak yang harus
dibayar, semakin besar keinginan wajib pajak eksportir
untuk melakukan ekspor fiktif; size of penalty adalah
semakin ringan hukuman/denda yang dikenakan pada
kasus faktur pajak fiktif, semakin kecil efek jera yang
dirasakan pengusaha faktur pajak fiktif. Probability of
detection adalah semakin besar kemungkinan untuk
tertangkap, semakin kecil wajib pajak untuk melakukan
penggelapan pajak. Cost of bribe adalah besarnya biaya

suap kepada fiskus menentukan pertimbangan seorang
wajib pajak untuk melakukan kolusi dengan fiskus,
dengan membandingkan cost against benefit yang akan
diperoleh wajib pajak. Bila biaya suap jauh lebih kecil
dibandingkan keuntungan yang dapat diperoleh wajib
pajak, maka wajib pajak tersebut akan tergiur untuk
melakukan kolusi dengan fiskus.
Di lain pihak fiskus dalam melakukan kolusi
dengan wajib pajak, akan mempertimbangkan faktorfaktor besarnya gaji (wages/salaries), besarnya biaya
yang dikeluarkan bila ditangkap (cost of detection),
kemungkinan untuk ditangkap (probability of detection), dan imbal hasil dari korupsi (return of corruption). Ini berarti bahwa wages/salaries adalah besarnya
gaji seorang fiskus akan menentukan apakah akan
tergoda dengan tawaran untuk melakukan kolusi dengan WP untuk penggelapan pajak. Dengan perkataan
lain, ketahanan seorang fiskus untuk tidak melakukan
penggelapan pajak tergantung pada besarnya gaji
yang diterima. Bila gaji seorang fiskus dapat menghidupinya hanya untuk 10 hari, maka ketahanan untuk
tidak melakukan penggelapan pajak akan semakin
rapuh. Cost of detection adalah bila penggelapan
pajak semakin mudah diketahui oleh Inspektorat Jenderal, masyarakat atau Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), maka semakin kecil keinginan seorang fiskus
untuk melakukan penggelapan pajak. Probability of
detection sama dengan probability of detection yang
dihadapi WP di atas. Semakin besar kemungkinan
untuk ketangkap, semakin kecil WP untuk melakukan
penggelapan pajak. Return from corruption terbalik
dari cost of bribe seorang WP. Bila jumlah yang diperoleh dari kolusi besar, maka seorang fiskus akan
mempunyai keinginan lebih besar untuk melakukan
kolusi dengan WP.
Tax required to pay, size of penalty, dan probability of detection di pihak wajib pajak dan wages/
salaries, cost of detection, dan probability of detection
di pihak fiskus merupakan faktor-faktor dalam kontrol
pemerintah, sedangkan cost of bribe dan return from
corruption merupakan hasil tawar-menawar (bargaining) antara wajib pajak dengan fiskus untuk menentukan besarnya biaya suap bagi wajib pajak dan imbal
hasil bagi fiskus. Perbuatan seorang fiskus atau wajib
pajak untuk melakukan kolusi dilatarbelakangi dengan
aneka kepentingan dalam bentuk “keamanan”, politik,
ekonomi, sosial, kelompok, dan pribadi, misalnya anggota partai meminta dana untuk “memuluskan” bisnis
seorang wajib pajak, akan berusaha untuk memperoleh
dana dengan cara yang gampang. Hal ini juga bisa dilakukan untuk memperoleh kenaikan jabatan, seorang
fiskus memerlukan dana besar untuk memuluskan
kenaikan pangkatnya.
Selain itu, korupsi adalah suatu crime of calculation, praktik korupsi akan memperhitungkan the size
of the corrupt gain yang lebih besar daripada the probability of being caught X penalty, misalnya, the probability of being caught adalah nol, sementara penalty
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adalah nol x Rp 100.000.000,00 akan menghasilkan
nol. Ini berarti tidak ada efek jera bagi seorang koruptor. Untuk membuat efek jera harus dibuat suatu denda
yang sangat tinggi dan kemungkinan untuk ditangkap
besar dengan peraturan dan tindakan yang jelas dan
konsisten.
Kesimpulan
Terdapat minimal 22 model penyalahgunaan faktur
pajak, termasuk dalam penyalahgunaan faktur pajak
dalam rangka ekspor. Sebagian besar melibatkan
kerjasama pengusaha dengan fiskus. Faktur pajak
bermasalah/fiktif tidak hanya terjadi dalam penyerahan
barang kena pajak (BKP) untuk ekspor, tetapi juga
terjadi pada penyerahan BKP dalam negeri. Yang
terakhir ini dapat terjadi karena penjual BKP adalah
bukan pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar,
sementara pembelinya adalah PKP yang menginginkan
untuk melakukan pengkreditan pajak masukannya.
Upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan
faktur pajak adalah dengan memperbaiki metode
pemeriksaan pengajuan restitusi PPN, yang berupa
pengggunaan analisa risiko.
Sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi
terjadinya kasus penggunaan faktur pajak fiktif, seyogyanya pihak Direktur Jendral Pajak meningkatkan
pengendalian internal yang dilakukan secara periodik
dan tidak hanya pada saat melakukan pemeriksaan.
Bila dalam pelaksanaannya terjadi kejanggalan,
perlu diambil langkah-langkah pencegahan seperti
lebih meningkatkan pengendalian terhadap data pajak
keluaran-pajak masukan serta pembatasan akses data
untuk mencegah terjadinya pengubahan data oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
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